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RINGKASAN

Perusahaan Investasi (Investment Company) adalah Perusahaan Perantara
keuangan yang menghimpun dana yang berasal dari para investor perorangan dan
menanamkan tersebut pada Perusahaan investasi dengan tujuan mendapat
keuntungan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan
perkembangan kehidupan manusia muncul permasalahan yang banyak terjadi di
dalam masyarakat terkait kegiatan investasi yaitu penghimpunan dana yang
dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat, karena banyaknya
masyarakat atau investor yang belum memahami lebih tentang kegiatan investasi
maupun penghimpunan dana oleh perusahaan investasi sehingga, banyak terjadi
menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Dari permasalahan diatas bahwa perusahaan investasi yang tidak terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan penghimpunan dana telah
melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), maka dari itu penulis tertarik dan membahas tentang
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN
INVESTASIYANGTIDAKTERDAFTARDIOTORITASIJASA KEUANGAN
(OJK).” Dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yang pertama
perlindungan hukum bagi investor yang dananya di kelola oleh perusahaan
investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kedua akibat
hukum Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam melakukan penghimpunan dana. Tipe penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif yaitu dapat diartikan sebuah kebenaran koheransi, yakni apakah
ada aturan hukum yang sudah sesuai dengan sebuah norma hukum maupun
dengan prinsip hukum dan terdapat beberapa pendekatan dengan adanya
pendekatan  penelitian ~ yaitu  pendektan  perundang-undangan  dan
pendekatankonseptual.

Hasil dari pembahasan atas perlindungan hukum terhadap investor yang
menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa
keuangan (OJK), Sesuai dengan kedua rumusan masalah yang dibahas,
Perlindungan hukum bagi Investor yang dananya dikelola oleh Perusahaan
Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dijelaskan bahwa salah satu tugas Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) adalah melindungi kepentingan masyarakat terhadap
kegiatan usaha jasa keuangan. Apabila terjadi suatu pelanggaran dalam
perusahaan investasi yang melakukan kegiatan investasi namun, tidak terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menimbulkan kerugian pada masyarakat atau
investor.Perlindungan hukum bagi investor yang memberikan dananya pada
perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
iniadalah bentuk perlindungan hukum secara represif yang merupakn
perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
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atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah perusahaan investasi yang melakukan
penghimpunan dana dengan cara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan
perintah kepada Satuantugas (Satgas) Waspada investasi dalam menanggulangi
penghimpunan dana investor dan meminta pihak perusahaan investasi yang
melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannyasesuai
dengan yang di sepakati dan apabila perusahaan investasi yang tidak terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat memenuhi maka, akan dikenakan
sanksi atau hukuman secara preventif maupun represif.

Kesimpulan dari pembahasan ini terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu yang
pertama bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan
hukum bagi masyarakat atau investor berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30
Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
yang kedua, Disamping itu dalam hal mencegah adanya kegiatan penghimpunan
dana oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi-regulasi yang
berkaitan terhadap penanggulangan kegiatan penghimpunan dana oleh perusahaan
investasi  tersebut seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi oleh perusahaan
investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali dengan
adanya penerimaan laporan oleh OJK.Laporan tersebut langsung dikoordinasikan
kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum
represif.Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan
investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan oleh
Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian
kegiatan usaha kepada perusahaan investasitersebut. Berdasarkan kesimpulan
tersebut maka terdapat 2 (dua) saran, saran yang pertama, yaitu hendaknya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih dalam melakukan pemerikasaan
perusahaan investasi dan yang kedua, sebagai bentuk optimalisasi peran Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dalam memberi perlindungan dengan memberi hukuman
yang seadil-adilnya bagi perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang telah melakukan penghimpunan dana
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional yang merupakan upaya mewujudkan
kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman
modal untuk mengolah potensi ekonomi dengan menggunakan modal yang
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dimensi hukum yang mengatur
perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Maka hukum
memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha dengan kepastian hukum kegiatan
usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.?
Kegiatan perekonomian untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan
dikelolanya sumber-sumber danayang ada pada masyarakat. Untuk itu lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank melakukan pengelolaan potensi
ekonomi yang ada pada masyarakat agar berguna bagi masyarakat itu sendiri.
Salah satu bentuk praktek yang berkembang dalam kegiatan usaha pada jasa
keuangan adalah model pratek investasi dengan menjanjikan keuntungan atau
profit yang tinggi.>Masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang
perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan

suatu pasar yang potensial dan faktor terpenting untukberinvestasi.

Investasi kini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia,
Khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah Indonesia.
Respon masyarakat yang tinggi atas produk-produk investasi, dikarenakan
masyarakat mudah tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang akan didapat
dari produk investasi tersebut. Sifat masyarakat yang mudah tergiur keuntungan
besar dan cendurung tidak teliti terhadap suatu produk investasi yang diberikan
oleh perusahaan investasi, memberikan kesempatan kepadaoknum-oknum tertentu

atau perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2 E.A Koetin, 1993, Analisis Pasar Modal, Jakarta, Penerbitan Sinar Harapan .him. 162
3Yosephus L. Snuor, 2010, Etika Bisnis, Jakarta, Penerbitan Yayasan Pustaka
Obor Indonesia. him. 162
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untuk membuat suatu produk investasi dengan penawaran yang jauh lebih
menguntungkan dan menjanjikan dibandingkan pada umumnya. Respon
masyarakat atas investasi illegal tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan
masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman untuk membeli atau menjual
investasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan investasi, informasi tentang
situasi perusahaan tersebut sangat diperlukan oleh investor, informasi yang harus
disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai
dengan keadaan perusahaan.’Dalam kegiatan investasi pendirian suatu badan
usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan harus
mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
sebagai lembaga Negara yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam
penanganan kasus dugaan investasi illegal yang sedang berkembang saat ini di

Indonesia.

Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai
lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kegiatan
investasi illegal dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas
dengan menyimpang yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang
menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut
menjadi illegal.® Praktek investasi illegal yang disebut dengan investasi bodong
yang diangkat dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran

terhadap suatu badan usaha yang melakukan kegiatan investasi tanpa adanya izin

dari otoritas yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk

*M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,
Jakarta, Penerbit Kencana.hlm 30.

°Kasmir, 2011, Bank dan lembaga Keuangan lainnya, Jakarta, Penerbit PT.
Grafindo Persada. him 61
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investasi tersebut dimana investor telah memberikan uangnya untuk dikelolaoleh
suatu perusahaan investasi namun sebenarnya perusahaan investasi tersebut tidak
mengelola uang tersebut, investor dijanjikan mendapat keuntungan atau bunga
tetap setiap bulannya namun tidak dapat memberikan hasilnya, terkadang mereka
memutarkannya kepada investor lain atau bahkan membawa kabur uang para

investornya.

Investasi dengan iming-iming bunga tinggi seakan tidak akan pernah ada
habisnya banyaknya praktek pelanggaran investasi bodong oleh Perusahaan
Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan tindakan penghentian kegiatan investasi
tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa
entitas tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat serta
menghentikan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, adapun bebrapa
kegiatan yang telah ditutup dan dihentikan kegiatannya oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) contohnya vyaitu Investasi Inlife adalah program investasi
dengan modal minimal Rp 1.000.000 dalam jangka waktu tujuh hari dengan
komisi 15-25%, diterima setiap tujuh hari sebesar 15% ditambah dengan dana
awal dan akan langsung ditransfer ke rekening nasabah. Jadi, total dana yang akan
diterima dalam jangka waktu tujuh hari sebesar Rp 1.150.000. Profit Investasi
InLife mengelola dana dalam tiga bidang usaha yaitu: Saham, Reksa Dana,
Obligasi dan Pasar Uang (bekerja sama dengan beberapa perusahaan asing),
Perumahan, Ruko dan Tanah Kavlingan, Logam Mulia, Forex, Ekspor serta
Impor.b Tentunya bagi para pelaku kegiatan usaha investasi yaitu perusahaan
investasi yang tidak terdaftar karena hal tersebut telah melanggar Peraturan OJK
Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor
12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro

dijelaskan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan investasi wajib dahulu terdaftar

®Otoritas Jasa Keuangan (0JK), 2017, OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan
Kegiatan 6 Usaha Investasi, melalui https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-
pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-6-Usaha-Investasi-
Ilegal.aspx. Diakses tanggal 11 Januari 2017
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di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan sebagaimanadiatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan uraian diatas maka

penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini, dan hendak membahas

permasalahan ini dengan lebih mendalam dalam suatu tugas akhir (skripsi)
dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (0OJK)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.

Apa bentuk perlindungan hukum bagi Investor yang dananya dikelola oleh
Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)?

Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) terhadap perusahaan yang tidak terdaftar melakukan

penghimpunandana?

1.3 Tujuan Penelitian

13.1

Agar mencapai sasaran yang jelas dan tepat, maka tujuan penulisan skripsi

ini adalah sebagaiberikut

Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan syarat-syarat pokok
yang diperlukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Universitas
Jember.

Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah
diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat.

Untuk hasil tulisan ini saya sebagai penulis berharap dapat menambah

wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang
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bermanfaatbagisemua pihak yang tertarik dan berminat terhadap
permasalahan yang dihadapi

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingi dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi
investor yang dananya di kelola oleh perusahaan investasi yang tidak
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

2. Upaya penyelesaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap
perusahaan investasi yang melakukan penghimpunan dana

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mendapatkan data secara akurat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat
dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah adalah aspek epistimologis yang
amat penting dan dapat di didahulukan dalam bab tersendiri secara detail dan
jelas.’

Proses menyelesaikan karya ilmiah, seorang peneliti mempunyai metode
sendiri, karena jika tidak ada metode seorang peneliti tidak dapat menemukan,
merumuskan dan mengerti permasalahan yang terjadi secara benar. Oleh Karena
itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis
ilmiah ini terdiri dari; tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum,
metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis
normatif, yaitu dapat diartikan sebuah kebenaran koheransi, yakni apakah ada
aturan hukum yang sudah sesuai dengan sebuah norma hukum maupun dengan
prinsip hukum.®Dalam aturan hukum ini penulis dapat mengkaji penggunaan

literature menjadi suatu konsep, yang mana juga dapat diperoleh dari teori dan

"Univeritas Jember, 2016, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Ketiga, Jember:
Jember University Press, him. 21

8 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi revisi, Jakart, Penerbit Prenada
Media Group, him.47
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juga dari pendapat seorang ahli hukum yang ada pada permasalahan yang dapat
dianalisis.Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian
hukum (legal research) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif sehingga
tidak dengan suatuhipotesis.®

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan dengan adanya
pendekatan penelitian tersebut peneliti diharapkan mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Ada
beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum antara lain;
pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, Pendekatan historis,
Pendekatan komparatif dan pendekatankonseptual.

Penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Perundang-undangan (statuteapproach)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-
undang dan regulasi yang berkaitan dengan adanya isu hukum yang sedang
menjadi topik bahasan, yaitu Perlindungan hukum bagi Investor oleh Perusahaan
Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka digunakan
pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum
tersebut. Dan selanjutnya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen

untuk memecahkan isu yang dihadapi.°

2. Pendekatan Konseptual (conceptualapproach)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum
yang ada, Hal ini dilakukan peneliti karena memang belum ada aturan hukum
dalam masalah yang dihadapi.''Pendekatan konseptual (conceptual approach)

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin

°Ibid, him. 59

10 peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit, Prenada
Media Group, him.133
Y1hid, him. 177
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yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum.Dalam menggunakan pendekatan
konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan
dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin
hukum.Pendekatan ini digunakan argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh
penulis dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.*?> Dalam penulisan karya
tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan
pendekatan konseptual yang artinya wajib memahami hierarki, asas-asas dalam
suatu peraturan perundang- undangan sesuai dengan adanya isu hukum tersebut,
yaitu penyelesaian terkait Perlindungan hukum terhadap Investor oleh Perusahaan
Investasi yang tidak terdaftar di OJK maka digunakan pendekatan perundang-
undangan dengan tujuan mampu menjawab isu hukumtersebut.
1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya
bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukanya jawaban suatu isu hukum
yang sedang berkembang dimasyarakat. Untuk mencari tahu isu hukum yang
dihadapi suatu bahan hukum.Disini bahan hukum ada 2 yaitu bahan hukum
primer (primary source) dan bahan hukum sekunder (secondary source).*®
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(Authority) yang maksudnya adalah mengikat.bahan hukum primer antara lain
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.**Dalam penulisan karya tulis
ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:
1. Kitab Undang-Undang HukumPerdata

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan(OJK);

3. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas

2Ipid, him. 178

Bpid, him. 52

4Ibid, him. 181
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peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan

usaha dan kelembagaan keuanganmikro

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku hukum yang ditulis
seorang ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum,
disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan
komentar putusan pengadilan.Penelitian hukum yang beranjak pada hukum
primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan
hakim adalah tidak dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan
perundang-undangan atau putusan hakim tersebut. Seorang peneliti akan lebih
mudah memahami jika peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum
sekunder yang membahas bahas-bahan hukum primer yang akan dijadikan
sumber penelitian. Lebih mudah lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku
teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-

undangan ataupun putusan hakim.*®

1.4.4 Analisa BahanHukum
Analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk menjawab atas
pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, prosese tersebut dilakukan
dengan beberapa tahap, antara lain:*®
1. Mengedintifikasi fakta hukum guna untuk menetapkan isu hukum
yang hendakdipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya memiliki
relevansi bagi bahan-bahan non hukum
3. Melakukan kajian mengenai isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahanyang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu

hukum

5peter Mahmud Mazuki, Op. Cit. him. 47
Ibid, him.213
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5. Menggunakan argument-argumen tersebut dalam perskripsian
selanjutnya kesimpulan

6. Menganalisis dengan menggunakan metode deduktif dari umum ke
Khusus

Langkah — langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu Hukum sebagai
ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan maka akan dapat memecahkan
permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah
ini.*’Sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.
Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir yang mendasar
pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

7Ibid, him. 213
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah untuk dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan
dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-haktersebut.8

2.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua

yaitu :1°

1. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif.2°Subyek Hukum untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.
Tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya
perlindungan hukum preventif sehingga, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-
hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi yaitukeputusan
atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah
dalam hal peraturan Perundang — undangan yang memberikan pilihan, tidak

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan tidak adanya stagnasi.

18 Satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti. him54
¥Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,

Surakarta, Magister IImu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. him 14
2D1bid, him 41

10
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2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian
sengketa.Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila
sudah terjadi sengketa atau telah telah dilakukan suatu pelanggaran.Penanganan
oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk
kategori perlindungan hukum ini.Bertumpu dan bersumber terhadap hak — hak
asasi manusia diarahkan kepada pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat
dan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negarahukum.

2.1.1 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau
perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Berikut unsur

perlindungan hukum :2

1.  Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam
segala hal, apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan
tanpadiskriminasi.

2. Jaminan kepastian hukum

Penyerahan sesuatu sebagai keyakinan dengan kebenaran yang tepat, dapat
diukur, tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun dan tidak terikat oleh ruang dan
waktu dengan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan

untuk mengatur tingkah laku manusia

3.  Berkaitan dengan hak — hak warga negara

Hak dari suatu warga negara tentu diantaranya mempunyai perlindungan dan

Z'Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2017, Unsur —Unsur Perlindungan Hukum,
melalui http://www.slideshare.net/perlindungan-dan-penegakan -hukum-117746633.
Diakses tanggal 4 Juli 2019, pukul 15:12 WIB

11
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memperoleh jaminan rasa aman saat berasa di negara Indonesia.

4.  Sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Sanksi hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar
hukum.Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara
dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

2.2 Perusahaan Investasi
2.2.1 Pengertian Perusahaan Investasi

Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang —barang modal dan
peralatan —peralatan produksi di perusahaan investasi dengan tujuan untuk

mengganti dan terutama menambah barang —barang dan jasa di masa depan.

Perusahaan Investasi (Investment Company) adalah Perusahaan Perantara
keuangan yang menghimpun dana serta mengelola suatu portofolio invetasi yang
dananya berasal dari para investor perorangan dan menanamkan tersebut pada

beragam sekuritas atau asset lainnya.?

2.2.2 Jenis Perusahaan Investasi

Perusahaan Investasi memberikan keuntungan kepada investor kecil
(perorangan) maupun investor yang berbeadan hukum untuk melakukan investasi

Berikut macam — macam jenis dari perusahaan investasi :?*

1. Asuransi

Asuransi Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) Bab IX Pasal 246 :

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana
penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan memperoleh

“Maria Fitria, 2017, Manajemen Invetasi dan Perusahaan Investasi, melalui
http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-
investasi-lainnya-bab-4. Diakses tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.59 WIB

ZBitar, 2018, Pengertian investasi dan jenis perusahaan investasi, melalui
http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html.Diakses tanggal 1
Agustus 2018 , pukul 15.30 WIB



http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-investasi-lainnya-bab-4
http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-investasi-lainnya-bab-4
http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-investasi-lainnya-bab-4
http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html
http://repository.unej.ac.id/
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premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu
kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang
diharapkan , yang mungkin akan dapat diderita karena suatu
peristiwa yang tidak pasti.”

Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang
Peransuransian menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,
yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Asuransi dan pertanggungan
mempunyai persamaan pengertian, ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam
Asuransi.?*yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta
menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang
mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum
tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana
pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak

penanggung.

Asuransi merupakan lembaga dana dari masyarakat dalam bentuk premi
dengan menjamin resiko di masa mendatang sehingga penerima risiko
mendapatkan kompensasi dari perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan
awal yang telah dijelaskan oleh perusahaan investasi tersebut, dan perusahaan

asuransi harus kompensasi atas risiko yang telah disepakati sebelumnya.

2. Sekuritas

Sekuritas atau efek merupakan surat — surat berharga yang menjadi
instrument dalam kegiatan jual beli dipasar modal. Berdasarkan ketentuan umum
pasal 1 angka 5, Undang — undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat
berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka

atas efek, dan setiap derivative efek.

24 Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia,Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. him 45
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3. Reksa Dana

Reksadana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal
ataupihak investor untuk kemudian dikeklola oleh Manajer Investasi dan
diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan
lainnya.?

Reksa Dana mempunyai dua lembaga yang bertanggung jawab vyaitu
Manajer Investasi dan Bank Kustodian.Manajer Investasi sebagai penanggung
jawab penuh Reksa Dana ketika tugas utama mengelola portofolio dan
memasarkan Reksa Dana.Bank Kustodian mempunyai tugas menghitung NAB
Reksa Dana, mengadministrasikan aktivitas Reksa Dana dan menyimpan aset
Reksa Dana.

4. Dana Pensiun

Dana Pensiun merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola
dana tersebut sehingga lebih tinggi nilainya di masa mendatang. Dana
dikumpulkan dari para pekerja dan dibayarkan lebih besar ketika para pekerja
tersebut pensiun. Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan danayang
dikelola dana pensiun ini karena merupakan salah satu sumber pendorong
perekonomian. Ada beberapa negara yang memberikan perlakuan khusus
terhadap dana pensiunyaitu tidak dikenakan pajak atas investasi yang
dilakukannya, tetapi pajak dikenakan pada para pensiun ketika menarik dana

dari dana pensiun tersebut.?®

2.2.3 Investasi

2.2.4 Pengertian Investasi

Inventasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau

menginvestasikan uang atau modal.?” Investasi adalah komitmen atas sejumlah

% Rahardjo, Sapto, 2004. Panduan Investasi Reksadana. Cetakan kedua. Jakarta, Penerbit
PT Gramedia. him 10

% Adler Haymans Manurung, 2012, Teori Investasi, Jakarta, PT Adler Manurung Press
Kompas. him 15

?"Hasan Shadily, 2014, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, Penerbit Gramedia,

him 30
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dana atau sumber daya atau dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan
tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.?® Istilah investasi atau
pena naman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-
hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, istilah investasi merupakan
istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal

lazim digunakan dalamperundang-undangan.

Ke 2 (dua) istilah diatas pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama
sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable®®yang berarti dapat

dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama.

Pengertian investasi menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

“Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal
diartikan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Negara RepublikIndonesia.”

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik
investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung
(portofolio Investment), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi

kepada investasi langsung.*

2.2.5 Jenis Investasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang
Penanaman Modal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan investasi langsung

maupun investasi tidak langsung. Maka Undang-undang penanaman modal tidak

Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi,
Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI), him 2

#|da Bagus Rachmadi Supanca, 2006, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi
Langsung di Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, him.1.

¥Dhaniswara K.Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta, Penerbit Raja
Grafindo Persada, him 10
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mengenal definisi berdasarkan asset (asset based definition), yang memungkinkan
perlindungan dalam status penanaman modal asing diberikan kepada setiap
kegiatan usaha yang di dalamnya terkandung aset asing.3! Oleh karena itu, maka
perlu ditinjau secara rinci apa yang dimaksud dengan investasi langsung dan apa
yang dimaksud dengan investasi tidak langsung dalam pelaksanaan investasi

diantaranya :

1. Investasi Langsung (Direct Investment) atau yang dikenal juga sebagali

penanaman modal jangkapanjang.

Dalam konteks perundang-undangan dibidang penanaman modal secara
langsung seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung
dalam kegiatan pengelolaan modal.*’Investor membeli dan menjual bagian dari
investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi

(investment companies).

2. Investasi tidak Langsung (Indirect Investment) yang lebih dikenal

Sebagai portofolio investment yang pada umumnya merupakan Penanaman
Modal Jangka Pendek.Penanaman Modal tidak langsung ini mencakup kegiatan
transaksi di pasar modal dan di pasar uang.Kegiatan penanaman modal secara
tidak langsung disebut penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya
mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang
relative singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang
hendak mereka perjualbelikan.®®Investor membeli dan menjual bagian dari

investasinya melalui perusahaan investasi dalam bentuk portofolio sekuritas.

Beberapa jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek dapat
dijadikan pilihan untuk berinvestasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi finansial, aktivitas yang berhungan dengan finansial dan ekonomi yang

$IMahmul Siregar 2005, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Medan,
Universitas Sumatera Utara, him. 386-387

32 Aminuddin llmar, 2007, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, Penerbit
Kencana, him. 44

33 |da Bagus Rahmadi Supancana, Op.Cit., him.4
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secara garis besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan

finansial yang dilakukan di masa yang akan datang.

2.2.6 Manfaat dan Fungsi Investasi

Dalam melakukan kegiatan aktivitas investasi pada suatu perusahaan di
pasar modal, investor akan dihadapkan dengan dua kondisi yaitu keuntungan dan
kerugian. Secara umum investasi didasari untuk memperoleh keuntungan dari
dana yang diinvestasikan, sehingga investor yang menanamkan modalnya

mendapatkan manfaat sebagai berikut:

a. Dapat menjadi Potensi penghasilan jangkapanjang

b. Mengungguliinflasi

c. Dapat memberikan sebuah penghasilan yangtetap

d. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahankebutuhan
e. Dapat berinvestasi sesuai dengan keadaankeuangan®

Selain manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dijelaskan diatas,
investasi juga memiliki fungsi yang berdampak bagi keuntungan investor, fungsi

tersebut yaitu:

a. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk
membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang
bertujuan untuk mengganti dan menamabah suatu barang-
barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunkan
memproduksi barang di masadepan

b. Fungsi investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan
sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat
pendapatannasional.®®

Investasi merupakan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang

%*Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi
Pertama, Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI) him 7

35 Fahmi Irham, 2015, Manajemen Investasi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat. him 5
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tersedia dalam perekenomian sehingga banyak sekali manfaatnya bagi
kepentingan umum dan publik terhadap investor dan perusahaan — perusahaan
agar kedepannya dapat berkembang danmaju.

2.3.4 Investor

Investor adalah Pihak - Pihak yang melakukan investasi.Investor pada
umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/ retais
investors) dan investor institusional (instsitusional investor).Investor individual
terdiri dari individu — individu yang melakukan investasi. Sedangkan investor
institusional biasanya terdiri dari perusahaan — perusahaan asuransi, lembaga
penyimpan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun,

maupun perusahaan investasi.3®

Investor atau pemodal adalah pihak- pihak terpenting yang berperan
memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan.®’Bisa dikatakan salah
satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor.Investor
yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik danasing,
perorangan  dan  institusi yang  mempunyai  karakteristik  masing-
masing.Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh
investor.Saat ini investor asing lebih aktif memainkan perannya untuk
mengungkapkam kebutuhan dan kepentingannya, investor domestik lebih banyak

bersikap pasif meng ikuti investorasing.

Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu mengondisikan investor
dengan informasi mengenai kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-
undangan. Secara universal, pasar modal bertumpu pada tiga hal yaitu
pendapatan, likuiditas dan keamanan investasi. Otoritas pasar modal dan para
pihak terlibat dalam industri pasar modal bekerjasama untuk mewujudkan ketiga

hal tersebut dalam pasar modal Indonesia, sehingga investor tertarik untuk

36 Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, Yogyakarta,
Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI), him 3

3"M. Irsan Nasarudin, 2006, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Penerbit
Prenada Media Group, hIm 165.
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berinvestasi di pasar modallndonesia.

2.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalamKegiatan Penghimpunan dana
2.3.1 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 4 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Otorita Jasa Keuangan (OJK) dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegitan dalam sektor jasa keuangan terselenggara
secara teratur, adil,transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan system
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi

kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan
Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain,
meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di
sector jasa keuangan dengan tetap memepertimbangkan aspek positif
globalisasi.Otoritas  Jasa  Keuangan(OJK)dibentukdandilandasidenganprinsi-
prinsiptatakelolayang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, transparasi dan kewajiban (fairness).

Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri diatur dalam Pasal 5
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu berfungsi
menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

2.3.2 Latar BelakangOtoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di negara Indonesia tidak
terlepas dari keadaan perekenomian Indonesia.Pada masa dahulu pembentukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari adanya keresehan dari bebrapa pihak
dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pembentukan lembaga pengawas

jasa keuangan yang bersifat super body seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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dilatarbelakangi fakta banyaknya kegagalan fungsi pengawasan perbankan oleh
Bank Indonesia sehingga memunculkan banyak kasus kejahatan perbankan seperti
kasus Edy Tanzil, Bank Duta, Bank bali, BLBI, Bank Century, dan lain-lain.
Krisis moneter dan krisis ekonomi 1997-2000 membuka mata kita semua betapa
dahsyat praktik kejahatan di dunia perbankan dan pasar modal Indonesia selama
Orde Baru berkuasa.Krisis yang melanda keadaan perekonomian di Indonesia
pada tahun 1997-1998 mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps
sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Reformasi
di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi suatu obat penyembuh krisis dan
sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di

masa depan.®

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah direncanakan

sejak tahun 1999. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai amanat pasal

34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah
memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut LPJK) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan di Indonesia. Otorritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sudah berdiri
tahun 2002, tetapi baru terwujud pada tanggal 22 November 2011 atau 12 tahun
sesudahnya, akibat banyak pihak tidak setuju dengan pendirian Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebagai lembaga superbody.*°

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan tidak ada lagi saling
lempar tanggung jawab dalam bidang pengawasan antara Bank Indonesia dan
Bapepam-LK seperti kasus Bank Century dan Antaboga Sekuritas. Ketidak
pastian semacam ini akan diakhiri dengan lahirnya OJK melalui Undang -
Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang — Undang

BAdrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keangan, Jakarta, Penerbit Raih
Asa Sukses .hIm. 37.

39 Iswi Hariyani;R. Serfianto Dibyo Purnomo; dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, Capital
Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Moadal Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Andi 9,
him. 79.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan, fungsi pengaturan dan pengawasan
perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai
31 Desember 2013. Sedangkan tugas dan wewenang Bapepam-LK dialihkan ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember2012.4°

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di luar
pemerintahan dan Bank Indonesia, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak
menjadi bagian dari pemerintah dan Bank Indonesia. Namun, tidak menutup
kemungkinan adanya unsur - unsur perwakilan pemerintah dan Bank Indonesia
karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas di
sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan
otoritas lain yaitu otoritas fiskal (pemerintah melalui Menteri Keuangan) dengan

otoritas fiscal dan moneter secara ex-officio.

Keberadaan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari unsur pemerintah
dan Bank Indonesia (ex-officio) dimasukkan ke dalam rangka koordinasi,
kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiscal, moneter, dan sektor jasa
keuangan. Keberadaan pejabat ex-officio juga diperlukan guna memastikan
terpeliharanyakepentingannasionaldalamrangkapersainganglobaldan kesepakatan
internasiona, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka

menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

2.3.3 Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan sebagai lembaga
yang menjamin agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.*

Mengacu pada tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut

40lbid, him. 80.
“Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ke 11, him. 3
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diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendukung kepentingan sektor
jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
Otoritas Jasa Keuangan juga harus mampu menjaga kepentingan nasional
sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang — Undang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang meliputi, sumber daya manusia, pengelolaan pengendalian, dan
kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek

positif globalisasi.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan Penjelasan Umum UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) melaksanakan tugas dan wewenang berlandaskan asas-asas berikut :

a Asas indepedensi
Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tetap
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Asas kepastian hukum
Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

C. Asas kepentingan umum
Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
d. Asas keterbukaan
Yakni atas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta
rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan
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e Asas profesionalitas
Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tetap berlandasakan
pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. Asas integritas
Yakni asas berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap
tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
g. Asas akuntabilitas
Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik.

Berdasarkan Pasal 6 dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan

pengawasan terhadap :

a Kegiatan Jasa Keuangan di sector Perbankan
b. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor PasarModal
C. Keguatan Jasa Keuangan di sektor peransuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya.

Kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 7 UU No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

a. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa
Keuangan Bank yang meliputi:

1 Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan kepengurusan
sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan usahabank

2 Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,

penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas
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b. Terkait
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dibidang jasa

Pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset,
rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum
pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan
pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan
kesehatan kinerja bank, laporan bank yang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur |,
pengujian kredit (credit testing), dan standart akuntansi
bank

Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank,

mengelola manajemen resiko dan pencegahanperbankan

Pengaturan Lembaga Keuangan (Bank dan Non-

Bank)meliputi

1

Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor Jasa
Keuangan

Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas
Jasa Keuangan(OJK)

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan
perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa keuangan dan

pihaktertentu

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetepan
pengelola statute pada Lembaga JasaKeuangan

Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan menata  usahakan
kekayaankewajiban

Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi

sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk diharapkan dapat mendukung
kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya
saing nasional dengan menghadapi tantangan ekonomi global.
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BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi
masyarakat atau investor berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-
Undang No. 21 Tahun 201 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan
investor, serta menangani kegiatan investasi yang dilakukan oleh
perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan
ke pengadilan. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Investor yang
dananya dikelola oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan upaya nyata dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam mengantisipasi investasi oleh perusahaan yang tidak terdaftar, salah
satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu mampu melindungi
kepentingan masyarakat terhadap kegiatan wusaha jasa keuangan.
Perlindungan hukum yang dibeikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
salah satunya dengan cara pengaduan dari konsumen yang mengalami

kerugian oleh perusahaan investasi.

Upaya penyelesaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap
perusahaan investasi tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam melakukan penghimpunan dana, yaitu dengan diberikannya sanksi
bagi perusahaan yang tidak terdaftar. Dan investor telah dirugikan oleh
perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
tidak melakukan apa yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas (Satgas)
Waspada Investasi dan tetap menjalankan kegiatan penghimpunan dana.
Maka perusahaan investasi diberikan sanksi karena tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk mengganti rugi dana investor sehingga penyelesaian

60


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

61

sengketa antar pihak investor dengan perusahaan investasi dapat
diselesaikan melalui pengadilan yang merupakan cara untuk mengakhiri

perselisihan antara perusahaan investasi dengan investor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan

adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi oleh
perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam mendorong sadar investasi masuk bagian
dari kurikulum pendidikan. Dan sebagai hak korban atas
kerugiannya maka, melakukan koordinasi yang intensif kepada
aparat penegak hukum, agar perusahaan investasi Yyang
melakukan kegiatan penghimpunan dana mendapat hukuman
dengan seadil-adilnya, sehingga menimbulkan efek jera bagi
pelaku yang melakukan kegiatan penghimpunan dana yaitu
perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)

2. Hendaknya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu
untuk menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang
mengatur mengenai upaya pembelaan hukum perdata oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena adanya kegiatan
penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan investasi
yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat
menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi investor.
Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut maka untuk para
investor akan lebih selektif dalam memilih perusahaan investasi

untuk mengelola dananya.
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